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1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi  desa ialah otonomi  murni - secara menyeluruh dan bukan
merupakan pembe:ian dari pemﬁﬂﬂ]. m adalah badan hukum :ﬁengﬂn
menghpeiBiiia i 'm 2008), Pererintali-Desa adalah badan
hukum  masyarakat  dengan ketentuan leritorial yang Secarn historis
didasarkan padd nsal Ia berhak mengatur dirinya sendiri. schagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Mhan Daerah.

I.Itl;hlg L‘ndang Undang-Undang Pemerintah Daerah Hmt ﬂ'hhlm

!m ?_hmmtah PrOVInSL 1 Iﬂ:l hak bukum untuk mndomngm ngar
terus berinovasi dan  memberikan pelayanan kepada mosyarskatnya.
Berdasarkan pasal 23 UU Pemerintohan Duerah Tahin 2014, terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdﬂsurﬁn_ﬁ-puuip fata kelola
negara, kepentingan. masyarakal - umum. kqulthn Sukum, keterbukaan,
m:mmmﬂmuﬁs:em dundtﬁrm

nesia mengakui dan  menghormati desa sebagai satuan
m]nyah yang sah dengan kew:n:u:lgu.ﬂ m‘tnh mengatur dan  merawat

kepentingan masyarmkat lokal berdasarkan ssalusul dan adat istiadat
setempal. Desa adalah  komunitas mandiri  demgan  pemerintahnya.

Pemermtahan di desa dopat diatur dan dikelola sesuni dengan norma sosial
dan budaya setempal. Posisi desa sangat penting dalam proses pembangunan,
pertumbuhan dess membutuhkan pertimbangan dan pengawasan vang
cermat. Peraturan Pemerintzh Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

mengurnikan tanggung jawab pemerintah desa, ynitu sebagai berikut:



a. Pasal | Ayat 6 yang menjelaskan bahwa penerapun tata kelola
pemerintahan saat ini berdasarkan akar lokal

b. Pada posal 8 dijelaskan jika wrusan pemerintaban yang - sebelumnya
menjadi langgung jawab kabupaten atan kotn namun ki telah
dilimpahkan ke desa. Susan diposisikon secara unik untuk meningkatkan
layanan dukungan lokal.

¢. Pada Psal 7 Hurf G dikefahui bahwa pemerintzh  desa

anggungjawab terhadap pemerintab, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupatenkota

Menurut Hari Sabarno (2007) otonomi daerah meluas ke semua bidang
pemeriniohian kecunli yang berhubungan ‘dengan kebijakan luar negeri,
m keamanﬁn, ekonomi, dan agama. m_ﬁnm publik dan
Iﬂlﬂﬁﬂ hadir di desa. (Haw, 2002 i{emudmnmltm desa
dapat w:m sebamai berikut yaitu:

Otonomi desa dikntegorkan dalam pengakuan dan pm-g-ulﬂlﬂ serta
Wn yang dilindungi oleh penmnmah,hkpnut maupun daerah,

untuk mengurangi kesan hahwa desa sepemhnyl h'ﬂ@numg pada elit
atau pemerintah pusat.

b Pemerintah desa felsh kembali ke status dan tanggung jawab

m mempersigpkan masyarakat untuk masa depan. {Talizidubu,
1091y

Keberadaan dari otonomi dess membual pemerintahan desa mampu
mengelola kewenangan mlé mereka karena pemerintah dess memiliki hak
otonomi pemuh dari pemerintah daerah (Phahlevy, 2016). Melalui otonomi
desa ini puls, pemerintahan desa mampue mengelola anggaran mereka yung
disesunikan dengan kebutuhan desa. Hal ini dilokukan lantaran setisp desa
memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Melalui pengangparan keuangan
ini, pemerintzh desa mampu menyusun berbagsi program bermanfast bagi



masyarakal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Supardal et al,
2022,

Di  sisi lan,  kebebasan  dalam  mengelola  anggaran harus
dipertanggungjawabkan dengan benar. Jika tidak ada mekanisme akan
pengawasan pengelolazn anggaran yang tidak tepat maka akon terjadi sebuoh
penyalahgunaan dana yang berimbas kepada risiko korupsi (Pratolo o al,
2020). Pemerintah desa harus melakukan transparansi dan akuntabilitas pada
saat mengelold dana desa: Oleh karena itu, pmﬂng untuk melakukan tata
kalola, mh‘ﬂ: dnwmhﬁnh tindakan bﬂ"rupsi. Sakah satu nyn
mwmmWMMl korupsi. Keberndsan dari program ini
mampu pava tindakan korupsi yang dilakukan oleh apparat

desa (Silubun et ol 2000)

Korupsi sering ditemui di tingkat daerah lokal atau tingkat pemierintah
desa, Menurut sebuah penelition yung di lakukan, temynta pegawai yung
berada di fingkat docrahi dan desa figa kali lipat lebih marsk melakukan
lﬂmmﬂl di bandingkan dengan pegawai pada tingkat pusal (Restiana
Putri Rabayu. 2016). Korupsi adalah kejahatan luss ;ﬂng mempengaruhi
semua lapisan masyarakal Kerugian moneter negars, jumlsh kasus,
Zpﬂ}-‘tbmﬂn}'ﬁ ke dalom semua aspek knhldtqﬂu muﬁmim dan kualitas
hgmm h:imilnl yang {ebih sistemik semuanys meningkat dari tahun ke
l.uhﬂn. -u'n'ulmgu berkembang. Koripsi yang dilakukan oleh oknum
apmrm mm ﬁ.-ﬂimn: menngkat. yang merupakan ancaman berat bagi
anggaran publik bagi ian dan politik bangsa serta kelangsungan
hidup negara,

Hal tersebut tidak terlepas dari mmimnya pengawasan yang ada di tinglkat
desa. sehigganya oknum yang berada di tingkat desa banmyak yang
melakukan tindakan atan budaya korupsi, Korupsi itu sendiri merupakan
sebuah tindakan vang tidak dapat dibenarkan serta tindakan vang dilarang
oleh undang-undang seperti gratifikasi, jual beli jabatan dan pungutan liar di



lingkup pemerintahan (Wicipto, 2018). Kerupsi sebagai sebuah tindakan yang
sangal jelas mefawan hukum dengan memperkava diri sendiri atan kelompak
yang dilakukan secara bersama sama oleh pejabat negara tentunya sangatlah
merugikan keuangan negara dan masuk dalam kejahatan secarn ekonomi
Tindakan korupsi juga merupakan salshsatu musuh utama bagi bangsa dan
negars selain kejahatan narkotika dan terorisme, Pemberantasan korupsi
memeriukan peneg;gkﬂn hukum bémipa penanggulangan (represif) namun
langkah penceghim prevanfily bt lebiBiutamakan(Rusdisna ot al,
2020). thhﬂ'n Im:lhﬂﬂ yang memangan: '&:ﬂwm berkaitan dengan

Dana Desa, mna dlﬂEﬁIliS!kﬂn uhlt m Pemerintah 60
tahun 2014 tentang pendanaan desa, adalah tang dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang dialokasikan untuk desa  dan dt:ﬂﬂ*#ﬂ,nglalm
anggaran pemﬂnpamn dan belanja daerah (APBD) untuk penyelenggaraan
m pebiksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
FW' masyorakal. Anpgamn pcrm'nntnh Indonesia sdhhr satu
miliar ﬂ;‘,lh'-cﬁdJslrihumj‘.nn ke semua desa. Menurat Naws Cita. ;ﬂmmntnh

telah menetapkan dana desa ini sebagai sarana wﬂﬁkmm kembali
pedesasn deng:m pemukiman manusia. Diharapkan dana desa akan tumbuh
mﬁﬂi asel yang dapal membantu masyarakat mencapsi kemandirian
ekonomi, sosial, dan politik yang lebih besar. Namun, dalam perjalanannya.
korupsi di tingkat akar rumput semakin mengkhawatirkan.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Indomesian Corruption Watch
(ICW), paa tahun 2020 Ada 444 kasus korupsi oleh penegak hukum Total
biaya tercatat sebesar Rp 18,6 triliun {Rahma, 2021). Korupsi masih marak
terjadi di Indonesia, terbukti dan data ICW Pada tahun 2018 anggaran dana
desa ditetapkan sebesar Rp60 trilion, yang setarn dengan B00 juta untuk
setiap desa di Indonesiz: Manajemen ADD harus menghadapi korupsi yang
meluas di tingkat desa karema distribusi dana. Memurut penelitian yang
difakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). pelangparan korupsi di
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tingkat desa meningkat lebih dari dua kali hipat rats-rata nasiomal setiap
tahun. Ada 41 kasus korupsi pada 2016, dan jumlah itu meroket menjadi 96
pada 2017 dan 154 kasus korupsi dilaporkan antara 20015 dan 2017 (Egi,
2018).

Alokasi dana desa (ADD), kevangan desa, dan kas menjadi sasaran
korupsi anggaran desa. Ada contoh korupsi dengan pos anggaran desa dan
pajak yang melanggar hukum, md‘ﬂnhnnieh perangkat dess. Delapan
belos persenl dari serwd Kasus korupsi melibatkan hal-hal selain desa.
Korupsi tingkat desa mengambil beberapa bentuk. yang paling umum adalah
pemborosan dana publik. Laki ada insiden penggelapan, laporan yang dibuat-
bunt, kegintan, prayek, dan "gelembung” anggarsn. (Restiana Putri Rahayu,
2016).

Wahyudi Anggoro Hadi mengatukan, "Dari tingkst korupsi yang
semakin tinggi di tingkat desa, tidak sedikit elit yang kemudian memandang
desa sebagai objek dengan sumber daya manusia yong femah, baik dalam
pengelolaan keuangan maupun lainmya” kondisi ini menurut Lurah
Panggungharjo, Korupsi yang meluas di tingkat ﬁﬂ&pﬂdl&.ﬂﬁn dengan
bebernpa hal:

1. Penduduk setempat biasinya harus dilibatkan dalam proses perencanaan
“dan pﬂ:lhnﬁnmn t!:lp.t tidak diberi mformasi yang diperlukan untuk
berpartisipast. Namun, ftu musih relatifkeeil. Ada juga kurangnya kendala
dalam masyarakat pedessan. Hak dan m jawab penduduk desa,
serta anggaran desa, semuanya mudah d]]clnska.n_

2. Penduduk desa tidak memliki akses ke mekamisme pengawasan yang
memadni misalnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum
melakukan pengawasan anggaran pada tingkal yang optimal. Korupsi di
tingkat lokal dapat dihindseri dengan bantuan BPD. Ini termasuk
menginspirast komunitas lain untuk bergabung dalam upaya pembangunan



desa,

3. Masyorakat tidak dapat dengan cepat memperoleh dokumen penting
seperti anggaran daerah. Misalnya. sementara total jumlah anggaran masuk
dan keluar dipublikasikan. secara spesifik bagaimana jumlah tersebut
dibelanjokan dirahasiakan. Masth ada kekurangan detail mengenai layanan
publik. Akibatnya. penduduk sering dibiarkon dalam kegelspan tentang
mengambil keuntungan dmmnﬁpnkpmm perawatan kesehatan dan
pendidikan, Wargn cenderung tidak membanty dalam upaya pengawasan

4, Korupsi tingkat. desa biasanya bukan hasil dari rencana yang disengaja
oleh kepals desa atan penduduk desa hmﬂjlmm Namuﬂ. itu
ﬁﬂngkm karena mereka kekurangan sumber du;ra.. term
pengalaman untuk menangani anggaran yang cukup besar.

dan

Akan tetapi dalam perkembanganya tidak semua dess identik dengan
korupsi. menunnt Wahyudi anggore Hadi selaku urah Pﬂngg'lmﬂhjn desa
Panggunghajo di nobatkan aleh KPK sebagai desa percontohan antikorupsi
'prtm di Indonesia. Desa panggungharjo ”mj"h' I:.njuk inovasi
yang memudabkan peliyanan bagi masyarakat, fransparansi informasi.
hﬂm Ihﬁml 'p:ﬁfmm serti be_rhﬂn un_'rnst dalam  rangka
miewujudkan dess yang bersih dari korupsi, Desa Panggungharjo berada di
K;Epanmun Sewon Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarts. Terpilihnya
Desa Panggungharjo sebagni percontohan desa anti korupsi setelah dilakukan
pembahasan oleh empat I-:er;lenttiun dan juga..:l_.ambuga serta usulan dari
kabupaten dan provinsi yaitu Kementrian Dalam Negen (KEMENDAGRI),
kementrian Kevangan (KEMENKEL), Kementerian Desa (KEMENDES),
Kementerian PAN-RB dan  Asosiasi Perangkat Desa Indonesia { APDESI).
Dikutip dari laman resmi KPK *Desa anti korupsi harus memenuhi 5
komponen  vang ditentukan oleh komisi pemberatasan korupsi (KPK)
berdasarkan kelentuan yang telah tercantum dalam buku panduan desa



antikorupsi yang kemudian harus dipenuhi. Komponen tersebut adalah
1. Penguatan pelaksanaan pemerintahan

2. Pelayanan publik yang oprimal

3. Penguatan pelayanan publik

4. Partisipasi masyarakat

erputnmakan  implementasi nyafa
ibahan kebiasaan kerupsi menjadi
dﬂnﬁnﬁpﬁ#ﬂﬂ%hmmk mien

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah

yaitu sebagai berikut:

|. Bagaimona proses implementasi Program Desa Anti Korupsi Pemerintah
Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul?



1.3, Tujuan Penelitlan
Berdasarkan lstar belakang masalah don rumwsan masalah distas maks
penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:
I. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Desa Anti Korupsi di
Panggungharjo. Sewon. Bantul.

kasus vang dapa
mahasiswa.
1) Bagi Peneliti

a.  Bagi penelit penelitian ini dapat digunakan menjadi salah satu syarat
kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di
program studi 1lmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta.




b. Melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah
diperoleh untuk memecahkan masalah yang terjadi.
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